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PENDAHULUAN 

Secara akt\ml, masih banyak pend\ldl.1k Indonesia yang tergolong dalam kategori miskin, 
dan sebagian besar dari jumlab tersebut berada di perdesaan. Fenomena kemiskinan di Indonesia 
semakin dirasakan peningkatannya baik kuantitas maupun kllalitasnya setelah krisis ekonomi 
nasional sejak pertengaban tabun J998. Permasalallan keluarga yang ada saat ini didominasi 
oleh adanya masalab sosial ekonomi (social economics problems) atau kemiskinan inilah yang 
mengakibatkan masalah keluarga lainnya seperti perceraian, konflik antar anggota keluarga, 
kekerasan dalam rumabtangga, kenakalan remaja, dan lain-lain. Pembangunan ekonomi nasional 
selaroa ini masih belum mampu menmgkatkan kesejahteraan rakyat secara luas. Indikator 
utamanya adalab tingginya ketimpangan dan kemiskinan. Ketimpangan gender yang masih 
terjadi di Indonesia diantaranya ada pada pasar kcrja, yaitu adanya akses perempuan terhadap 
kesempatan yang mendatangkan pendapatan Icbih rendab daripada akses lelaki. Perempuan 
lebih kecil kemungkinannya untuk bekeIja, dan sebaliknya lebih besar kemungkinannya untuk 
tidak dipekerjakan. Perempuan cendcrung mcndapatkan upah Icbih kecil daripada lelaki. 

Permasalahan utama pembangunan dicerminkan oleh masih rendahnya tingkat 
kesejabteraan rakyat yaitu masih besamya jumlah penduduk miskin. Selama kurun \Vaktu 1976­
1996 tingkat kemiskinim menurun secara drastis dari mulai 40,1 persen menjadi ] 1,3 persen. 
Naroun demikian, jumlah penduduk miskin meningkat setelah krisis ekonomi nasional sejak 
pertengahan Tabun 1997. Pe masih besamya jumlah penduduk msirkembangan penduduk miskin 
Indonesia adalah 37.3 juta (18.9%) pada tabun 2000, 37.1 juta (18.4%) pada tahun 2001, 38.4 
juta (18.2%) pada tabun 2002, dan 37.3 juta (17.4%) pada taboo 2003. (Menkokesra,2004). Pada 
taboo 2004 dan 2005 persentase penduduk miskin mengalami penurunan yaitu mcnjadi 16,7 % 
dan 16,0 % atau atau 35,1 juta orang. Menurut BPS (2007), penduduk miskin pada tahun 2006 
meningkat lagi menjadi 17,8%, atau 39,05 juta orang. 

Angka kemiskinan ini akan lebih bcsar lagi jika dalam kategori kemiskinan dimasukkan 
penyandang masalab kesejabteraan sosial (PMKS) yang kini junuahnya meneapai lebih dari 21 
juta orang. PMKS meliputi ge1andangan, pengemis, anak jalanan, yatim piatu, jompo terlantar, 
dan penyandang caeat yang tidak memiliki pekeIjaan atau memiliki pekeIjaan namun tidak cukup 
untuk memenuhi kebutuhan bidupnya. Secara umum kondisi PMKS lebih memprihatinkan 
ketimbang orang miskin. Selain memiliki kekurangan pangan, sandang dan papan, kelompok 
renian (vulnerable group) ini mengalami pula ketelantaran psikologis, sosial dan politik (Suharto, 
2004). Berkaitan dengan komitmen Intemasional yang terwujud dalam kesepakatan Milleniun 
Development Goals (MDSGs) di atas, maka Pemerintah Indonesia bertekad untuk memberikan 
target balnva jumlab penduduk miskin harus dapat diturunkan hingga separuhnya dalam waktu 25 
tallU11 ini. 

Sehubungan dengan masalah kemiskinan im, Pemerintah Indonesia telah banyak 
melaksanakan program untuk mengurangi jum]ah penduduk miskin dengan berbagai strategi dan 
pendekatan. Namun demikian, pada umunmya progranl tersebut berupa pemberian pemlodalan 
dan pembangunan infrastruktur yang padat karya dan eenderung pada pelaku ekonomi secara 
umum saja. Sebagai hasil dari strategi penyusunan program yang cenderung sektoral, maka 
hasilnya temyata masih belum menyentuh akar permasalahan penyebab kemiskinan yang salah 
satunya bermuara ke masalah kesenjangan gender. Masalah rendahnya produktivitas perempuan 
dalam pengembangan ekonomi keluarga sarna sekali belum disentuh secara mendetil dan 
bcrkcsinambungan. Untuk merealisasikan program yang dapat menyentuh permasalahan 
kesenjangan gender serta memberikan penekanan pada pengembangan eko11omi keluarga, maka 
diperlukan suatu strategi tertentu yang memerlukan pemetaan ten tang perkembangan gender dan 
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eara yang arit'dalam mensosialisasikan pada masyaraka1. Apabila strategi penurunan tingkat 
kemiskinan berperspektif gender dapat disusun dengan baik melalui pengembangan ekonomi 
keluarga berbasis kehidupan masyarakat perdcsaan, maka diharapkan hasilnya akan lebih baik 
dan memiliki peluang keberhasiIan yang lebih tinggi dibandingkan dengan strategi yang 
dilaksanakan sebelumnya. 

Tulisan ini mencoba untuk memberikan gambaran proses perlunya integrasi isu-isu 
gender dalam kebijakan program-program penanggulangan kemiskinan untuk memperkuat 
kegiatan ekonomi di perkotaan dan pedesaan. Tahapan pengintegrasian isu gender ke dalanl 
kebijakanlprogram penanggulangan kemiskinan sangat diperlukan bagi para pengambil 
kebijakan, para penyuJuh/pelabh/pendamping masyarakat dan para aka demisi agar dapat 
bekeIjasam secara holistik w1tuk menanggulangi masalah kemiskinan. Secara garis besar, 
tulisan ini ingin menjawab pertanyaan-pertanyaan seperti: 

1. 	 Apa dan bagaimana eara mengetahui isu gender mengenai kemiskinan? 
2. 	 Bagaimana proses dan tahapan mengintegrasikan isu gender ke dalam kebijakan 

penanggulangan kemiskinan? (perencanaan, Pelaksanaan, Monitoring dan Evaluasi). 
3. 	 A pa eiri -eiri program yang responsif gender? 

LANDASAN RASIONAL STRATEGI PENTJRUNAN TINGKAT KEMISKINAN 

MELALUI PENGEMBANGAN EKONOMI PEREMPUAN 


Gambar 1 menyajikan proses pemikiran rasional yang melandasi pentingnya "Strategi 
Penurunan Tingkat Kemiskinan Berperspektif Gender Melalui Pengembangan Ekonomi 
Perempuan" sebagai berikut: 

I. 	 Pemikiran yang rasional diawali dan konsep keluarga sebagai unit terkecil dalam masyarakat 
dan sebagai insitusi utama dan pertama bagi pendidikan anak. Perkuatan ketahanan keluarga 
berperspektif gender didasari pada kesetaraan dan keadilan dalam akses, partisipasi, kontrol 
dan manfuat temadap penggunaan sumberdaya dan memperoleh informasi untuk meneapai 
kesejahteraan keluarga. 

2. 	 Perkuatan ketahanan keluarga berperspektif gender ini dinilai paling cocok pada kondisi saat 
ini untuk mengatasi kemiskinan baik dari sisi sosiologis kultural maupun sisi kebijakan. 
Untuk mengatasi kesenjangan gender yang terjadi di tingkat keluarga dan masyarakat:, maka 
harus melakukan pendekatan dari sisi sosiologis kultural secara bijak dan gradual berkaitan 
dengan pembagian peran gender dalam berbagai aktivitas baik publik maupun domestik serta 
sosial kemasyarakatan. Peran gender di sektor domestik melibatkan peran reproduktifl 
domestik yang menyangkut aktivitas manajemen sumberdaya keluarga (materi, non materi 
dan waktu, pekeIjaan dan keuangan), misalnya laki-Iaki membantu peran domestik dalam 
pengasuhanl pendidikan Anak dan Household Chores. 

3. 	 Perkuatan ketahanan keluarga berperspektif gender menyangkut peran gender pada berbagai 
aktivitas termasuk di sektor publik yang memerlukan alokasi waktu produktif yang 
melibatkan peran produJ.:tif perempuan sehingga terjadi Dual Earner Families (Tidak perlu 
diperdebatkan siapa a main breadwinner dan siapa yang a secondary breadwInner). 

4. 	 Perkuatan perempuan dalam pengembangan ekonomi keluarga baik pada on jarm, ojIjarm, 
fonnal, maupun non formal merupakan ENTRY POINT untuk meningkatkan kesejahteraan 
keluarga sceara umum (pendidikan. kcschatan, kctahanan pangan) agar keluar dari lingkaran 

2 



'_________~,>5_,_~~~..•~_._._ •.••• 

kemiskinan melalui manajemen usaha, manajemen waktu dan pekerjaan, manajemen 
keuangan llsaha dan keluarga, serta pemasaran produk 

5. 	 Selanjutnya, di tingkat keluarga dilakukan perkuatan peran gender di segal a bidang yang 
diawali dari perkuatan peran ekonomi, kemudian sosial budaya, pendidikan, penguasaan 
teknoiogi, perkuatan peran perempuan pada kelembagaan ekonomi lokal, tenaga ketja, dan 
kepemilikan properti serta keterlibatan pada lembaga keuangan rnikro. 

6. 	 Perkuatan peran gender di tingkat keluarga ini dibarapkan berdampak pada perkuatan pernn 
gender di perdcsaan dalam rangka pemberdayaan masyarakat di segala bidang. 
Pemberdayaan ini tentu saja akan terwujud apabila peran para petugas penYllluh lapangan 
beketja maksinlal dalam melakukan pendampingan pada masyarakat. 

7. 	 Perkuatan gender di tingkat keluarga dibarapkan berdampak pada keadaan AOIL GENDER 
dalam bidang pendidikan, kesehatan, tenaga ketja, dan ekonomi, serta pada peningkatan 
kesejahteraan keluarga (fisik, sosial, ekonomi, psikologi, mental dan spiritual). 

8. 	 Perkuatan gender di tingkat keluarga dibarapkan berdampak pada outcome secara 
makro/nasional, yaitu meningkatkan kualitas Human Development Index (HOI); pertumbuban 
ekonomi, k"Ualitas pendidikan (APS, APK, APM), kualitas kesehatan (AKIJAKB), dan 
kualitas kesejahteraan keluarga dan masyarakat , 

Oleh karena itu konsep gender dan keluarga tidak dapat dipisai1kan, keduanya saling 
berkaitan secara kausal Dengan demikian perlu adanya "Gender Awareness dalam Keluarga" 
dengan mempertai1ankan keutuhan keluarga sebagai suatu sistem yang saling terkait satu dengan 
lainnya. Adapun strategi dan dinamika pemberdayaan gender pada tahapan individu, keluarga, 
dan masyarakat dapat dilakukan secara bertahap dan disesuaikan dengan keadaan lokal dengan 
mempertimbangkan local Wisdom, endogenous knowledge, dan norma serta adat setempat. 
Namun demikian, nilai-nilai atau norma-norma yang k"Urang sesuai dengan perkembanganjaman, 
dapat dilak"Ukan modifikasi perubahan sesuai dengan kesepakatan masyarakat setempat, 
kbususnya yang berkaitan dengan akses perempuan pada pendidikan dan peningkatan 
pengetal1uan serta pada informasi peketjaan. Akhimya, karak"teristik kehidupan perdesaan 
meruPakan landasan dalam mengembangkan kegiatan ekonomi berperspektif gender dalam 
rangka menurunkan tingkat kemiskinan. Oalam mencapai tujuan tersebut, langkah pertama 
adalah melakukan transformasi keadaan dari keadaan saat ini yang bermasalah menuju keadaan 
masa datang yang diinginkan melalui pen}llsunan program penurunan kemiskinan yang responsif 
gender. 
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LANDASAN HUKUM 

Landasan huk-um dalam pelaksaan integrasian isu gender dalam penangguJangan kemiskinan 
meJalui pengembangan ekonomi perempuan adalah sebagai benkut 16): 

1. 	 Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 18A, 18B, 27, 28, 28A, 28C, 28F, 28H, 33, dan 34. 
2. 	 Undang-Undang Nomor 29 T ahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia. 
3. 	 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 T entang Ratifikasi Konvensi Penghapusan Segala 

Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (Lembarall Negara Tahun 1984 Nomor 29, 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3277). 

4. 	 Undang-Undang Nomor 25 Tabun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan 
Nasional. 

5. 	 Undang-Undang Nornor 32 Tabun 2004 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 125, Tambaban Lembaran Negara Nomor 4437). 

6. 	 Unciang-Undang Nomor 33 Tabun 2004 Tentang Penmbangan Keuangan antara 
Pemerintab Pusat dan Pemerintah Daerab (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438) 

7. 	 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 Tentang Pengesahan International Covenant on 
Economic, Social and Cultural Rights. 

8. 	 Undang-Undang Nomor 12 Tabun 2005 Tentang Pengesahan International Covenant on 
Civil and Political Rights. 

9. 	 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah dan 
Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom. 

10. Peraturan Presiden RI Nomor 7 Tabun 2004 Tentang Rencana Pembangunan Jangka 
Menengab Nasional 2004-2009. 

11, 	Peraturan Presiden RI Nomor 9 Tabun 2005 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, 

Susunan Organisasi dan TatakeIja Menten Negara. 


12. 	Peraturan Presiden RI Nomor 54 Tabun 2005 Tentang Tim Koordinasi Penanggulangan 
Kemiskinan. 

13. 	Instruksi Presiden RI Nomor 9 Tahun 2000 Tentang Pelaksanaan Pengarusutamaan 
Gender. 

14. 	Peraturan Bersama Menten Neg'ara Pemberdayaan Perempuan, Menteri Dalam Negeri 
dan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 17/Men.PPlDep.IWII12005, Nomor 28A 
Tabun 2005, Nomor IIPB/2005 Tentang Percepatan Pemberantasan Buta Aksara 
Perempuan. 

15. 	Keputusan Menteri Pemberdayaan Perempuan Nomor 58 Tahun 2004 Tentang Kebijakan 
dan Strategi Peningkatan Produktivitas Ekonomi Perempuan. 

16. 	Peraturan Menten Negara Pemberdayaan Perempuan Rl Nomor P.OI/MENEG.PPNI 
2005 Tentang Organisasi dan TatakeIja Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan. 

ISU-ISU GENDER PADA MASALAH EKONOMI DAN KEMISKINAN 

Isu Akses Terhadap Informasi Pasar dan Sumbel'daya serta Teknologi H, Hi) 

I. 	 Penyebarluasan infonnasi yang tidak seimbang menyebabkan tingkat keteljangkauan 
informasi dan akses masyarakat terhadap informasi menjadi terbatas. Tingkat akses 
terhadap infomlasi tentang usaha dan kreditpWl berbeda antara laki-Iaki dan perempuan. 
Laki-Iaki lebm dapat mengakses informasi karena biasanya lebih menguasai teknologi 
informasi dan memiliki mobilitas yang lebih baik. Untuk menjangkau kaum percmpuan, 
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harus menggunakan salman-saluran inionnasi yang dapat diakses oleh mereka, seperti 
pusat-pusat kegiatan masyarakat, serikat-serikat dagang, ke]ompok-ke]ompok perempuan 
dan kelompok-kelompok keagamaan. 

2, 	 Kekakuan sistem administrasi, huk-um, dan kebijakan yang bias gender, dapat 
menghilangkan hak-hak perempuan dalam mengkases sumberdaya dan infonnasi serta 
teknologi, 

3. 	 Perempuan yang melakukan usaha atau bisnis mikro dan usaha kecil seringkaki kurang 
mendapatkan akses pasar, yang meliputi keinginan, kebutuhan dan kesukaan konsumen 
yang kemudian berhubungan dengan aspek kualitas atau mutu produk yang dihasilkan 
dan teknologi yang dibutul1kan untuk meningkatkan kualitas produk. 

4, 	 Kelompok pengusaha perempuan mempunyai kendala dalam mengakses infonnasi pasar 
dan tcknologi sehingga kurang dapat bersaing dengan pengusaha lainnya 

Isu Partisipasi dalam Kegiatan Ekonomi dan Perencanaan Pembangunan 14,16) 

1. 	 Ada kesenjangan tingkat parttslpasl perempuan dan laki-Iaki dalam forum-forum 
perencanaan. Konsekuensinya, suara perempuan sering terkalahkan oleh suara 
mayoritas peserta forum yang laki-Iaki. 

2. 	 Hambatan stru),.:tural, sosial, dan budaya merupakan penyebab minirrmya partisipasi 
perempuan dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. Dengan hanya 
mengundang tokoh masyarakat maka yang akan terpilih kembali laki-Iaki, karena relasi 
sosial yang masih timpang serta kultur yang masih sangat patriarki. 

3. 	 Tingkat lengkapnya infom18si dan keterbatasan akses maupun kesenjangan akses 
terhadap infonnasi menyebabkan teIjadinya variasi tingkat partisipasi antara laki-Iaki dan 
perempuan yang akan berpengaruh terhadap perumusan kebijakan dan program 
pembangunan, 

4. 	 Perempuan tidak dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan dalam penyusunan 
rencana pembangumm yang dilandasi oteh kelmatan perempuan dalam pengambilan 
keputusan di tingkat keluarga yang rendah, 

5. 	 Pemctaan pembagian keIja antara laki-Iaki dan pcrempuan merupakan salah satu data 
base yang dibutuhkan dalam penyusunan rencftna pembangtman, Hal ini penting agar 
dalam penyusunan rencana tindak mengangkat laki-laki dan perempuan dari akar peran 
sosial dan ekonaminya. Disamping im juga untuk meminimalisir kehilangan yang Iebih 
jauh ekses negatif (kehllangan mata pencarian) dari pelaksanaan rencana pembangunan 
perkotaan dan perumahan. 

6. 	 Kurangnya sosialisasi terutama yang dilakukan pemerintah, seperti upaya yang tidak 
berlan,iut dan kapasitas terbatas dan hanya bersifat simbohs, menyebabkan terbatasnya 
jangkauan dan partisipasi perempuan dalam usaha roikro/kecil. 

Isu Kontt'ol terhadap Pe.·encanaan dan Pelaksanaan Pembangunan 14,16) 

1. 	 Perempuan dan laki-Iaki harns dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan dalam 
perencanaan dan pelaksanaan pembangunan dan diberikan hak yang sarna unmk 
memperoleh fasilitas-fasilitas yang dibangun oleh program pembangunan. 

2. 	 Perlu diberikannya affirmative action bagi kaum perempuan yang berstatus janda dan 
keluarga yang anggotanya cacat agar dapat menikmati mamaat pembangunan 

3. 	 Perempuan dan laki-Iaki diberikan hak-hak yang sarna dalam mengajukan komplain atau 
pengaduan atas kasus-kasus penyimpangan dalam pelaksanaan pembangunan ekanami, 

.. 
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4, 	 Kurangnya kualitas SDM perempuan membuat kemampuan pengusaha perempuan dalam 
menyelesaikan masalah kegiatan ekonominya adalah rendah, begitu pula dengan 
kemampuan dalam mengakses dan partisipasi dalam kegiatan ekonomi regional. 

Isu Manfaat tel'hadap Pembangunan 16) 

1. 	 Need assessment yang dilakukan sebclum penyusunan dan pelaksanaan rencana 
pembangunan tidak mencerminkan kcterwakilan kebutuhan laki-laki dan percmpuan dari 
berbagai kelas sosia!. Akibatnya dalam penentuan prioritas program sering terjadi 
kebutuhan yang menjadi prioritas bagi perempuan me~jadi terabaikan. 

2. 	 Keberadaan data teIpilah berdasarkanjenis kelamin dan penggunaannya merupakan salah 
satu kunei bagi anaJisis kebutuhan masyarakat baik laki-Iaki dan perempuan agar 
pembangunan dapat memberikan man faat yang setara bagi laki-laki dan perempuan. 

CIRI-CIRI KEBIJAKAN/PROGRAM PENURUNAN TINGKAT KEMISKINAN 
YANG RESPONSIF GENDER 17) 

1. 	 Perencanaan program penurunan kemiskinan yang dilakukan dengan memasukkan 
perbedaan-perbedaan pengalaman, aspirasi, kebutuhan dan permasalahan perempuan dan 
laki-Iaki dalam pembangunan, 

2. 	 Tersedianya Data Statistik Daerah TeIpadu seeara terpilah berdasarkanjenis kelamin yang 
dirnuJai dengan desain data mentah yang memang sudah terpilah berdasarkan jenis 
kelamin, Jadi harus ada jaminan Surat Keputusan (SK) Kepala Daerah ten tang perintah 
untuk menyediakan data terpilah dari setiap instansi (mulai dari data mentah sampai data 
ClhlTegat regional) seeara terpadu dengan koordinasi rutin antar instansi terkait (BPS dan 
instansi-instansi di SKPD (Satuan Kerja Pemerintah Daerah) yang dipantau oleh Pusat 
Studi Wanita (PSW) dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). 

3. 	 Terdapat struktur organisasi di Pemerintahan daerah yang membawahi urusan gender, 
yaitu Kantor Pembcrdayaan Perempuan. 

4, 	 Setiap kebijakan di daerah sudah responsif gender, yaitu menggambarkan sinergisme 
kinerja pada seluruh Satuan Keja Perangkat Daerah (SKPD) yang terdiri atas Kantor, 
Dinas, dan Lembaga yang semuanya berujung pada pemberdayaan gender dengan dilandasi 
oleh kebijakanl program yang responsif gender, melalui penggerakan: 
a, Motor pengarusutamaan gender adalah budaya organisasi yang responsif gender, 

Organisasi yang memiliki komitmen untuk membina kesetaraan gender dan menuntut 
agar setiap karyawan melaJ..:ukannya. Setiap pegawai baik laki-Iaki maupun perempuan 
seeara ak1:if membina kesetaraan gender dalam peketjaan masing-masing sehari-hari 
atallplln dalam interaksi antar mereka dengan orang lain, 

b. 	 Budaya organisasi pengarusutamaan gender adalah sebuah rancangan yang digunakan 
untuk mengintegrasikan kebutuhan dan pengalaman baik perempuan maupun laki-Iaki 
daJam pengambilan keputusan pada setiap tahap perencanaan dan siklus program. 
Pengarusutamaan gender adalah sebuah strategi pelengkap dalam intervensi yang 
bertujuan untuk mengatasi adanya kesenjangan gender. 

e. 	 Temujud dan terlaksananya kebijakan yang responsif gender, yaitu 
kebijakanJprogram/kegiatan atau kondisi yang sudah memperhitungkan kepentingan 
laki-laki dan perempuan, 

d. 	 Seliap pejabat di daerah sudah mempunyai kesadaran gender, yaitu sudah menjawab 
daftar pertanyaan (check-list) bagi kebijakan penanggulangan kcmiskinan scbagai 
berikut: 

II! !!!!!!Ill 	 ~ 
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Apakah pejabat sudah memberikan dukungan yang setara kepada 
penanggulangan kemiskinan yang memberikan kesetaraan kesempatan dalam 
akses, partisipasi, kontrol dan manfaat terhadap semua program pembangunan? 

• 	 Apakah pejabat sudah menganalisis permasalahan kemiskinan berdasarkan 
analisis gender?, 

5, Ukuran keberhasilan kebijakan/ progranl yang responsif gender adalah: 
a. Kebijakan/programlkegiatan pembangunan daernh yang bembah dari "netral dan/atau 

bias gender" menjadi "sensitif atau bahkan responsif gender"? 
b. Indikator lcineIja pemerintah daerah (terutama indikator input, proses, output dan 

outcome) menunjukkan adanya penurunan kesenjangan gender. 

6. Bebcrapa tips pengintegrasian isu gender ke daianl kebijakan penanggulangan kerniskinan di 
daerah: 

a. 	 Tidak harus setiap nama program ada kata-kata "laki-laki dan perempuan" atau 
"gender", namun di dalam analisis dan rasional dari keberndaan program sudah 
dipikirkan adanya penanggulangan isu gender. 

b. 	 Program yang berkaitan dengan pembangunan sarana dan prasarnna ditujukan untuk 
semua, jadi tidak harus dikaitkan dengan gender seeara spesifik, karena program PUG 
adalah suatu kesatuan besar yang in tegrated. 

c. 	 Memperkuat SOM yang dapat menjadi Jocal point PUG di lingkungan kerjanya. 
d. 	 Mengembangkan materi pengarusutamaan gender di segala bidang pembangunan. 
e. 	 Men&>integrasikan pesan-pesan gender pada panduan penyusunan kebijakan. 
f. 	 Memastikan bahwa kebijakan daerah hams responsif gender dengan memperhatikan 

perbedaan-perbedaan pengalaman_ aspirasi, dan permasalahan yang dihadapi 
perempuan dan laki-Iaki. 

g. 	 Memastikan penjabaran kebijakan tersebut ke dalam program-program pembangunan 
daerah yang semakin responsif gender di tingkat masyarakat. 

h. 	 Memastikan penjabaran progranl-program tersebut ke dalam kegiatan pembangunan 
daerah serta alokasi anggaran yang responsif gender (besamya anggaran APBN dan 
APBO samaftidak berubah, namun kebijakan/progranmya sudah responsif gender), 
dengan demikian kebijakan pengarusutamaan gender tidak membutuhkan anggaran 
tambahan yang terpisah daTi kebijakan yang sudah ada. 

STRATEGI PENURUNAN TINGKAT KEMISKINAN RESPQNSIF GENDER 
MELALUIPENGEMBANGANEKQNQMIPEREMPUAN 

Perencanaan dan Budgeting 

Perencanaan kebijakan/ program! kegiatan yang responsif gender dilandasi atas analisis 
gender (Gender AnalysIs Pathway Policy Outlook Plan ojAction atau GAP-POP) , 

2. 	 Pcrencanaan yang responsif gender adalah perencanaan yang dibuat oleh seluruh lembaga 
pemerintah, organisasi profesi, masyarakat dan lainnya yang disusun dengan 
mempertimbangkan empat aspek seperti: peran, akses, manfaat, dan kontrol yang 
dilakukan secara sctara antara pcrcmpuan dan laki-laki. Hal ini berarti bal1Wa 
perencanaan tersebut perlu mempertimbangkan aspirasi, kebutuhan dan permasalahan 
pihak pcrempuan maupun laki-Iaki, baik dalam proses penyusunannya maupun datam 
pclaksanaan kegiatan, sehingga pcrencanaan ini akan terkait dalam perencanaan 
kebijakan maupun perencanaan progr!lll1 sampai operasionalnya di lapangan. 

.. I!! Ii!=: 
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3. 	 Perencanaan kebijakan yang responsif gender dilakukan setiap 5 tahun sekati (RP JMN 
dan RPJMD), sedangkan perencanaan program dilakukan setiap tahun dalam rangka 
menjabarkan kebijakan yang telah ditetapkan (kebijakan jangka pendek seperti Rencana 
Aksi Nasional dan Rencana Aksi Daerah). 

4, 	 Perencanaan yang responsif gender penting dilakukan dcngan tujuan agar tersusun 
reneana kebijakan dan program pembangunan yang responsif gender di berbagai bidang 
pembangunan seperti pembangunan ekonomi, hub:um, politik, agama, pendidikan, sosiaJ 
dan budaya. 

5. 	 Tahapan perencanaan yang responsif gender adalah perencanaan yang dibuat oleh seluruh 
lembaga pemerintah, organisasi profesi, masyarakat dan lainnya yang disusun dengan 
mempertimbangkan empat aspek seperti: peran. akses, manfaat, dan kontrol yang 
dilakukan secara sewa antara perempuan dan laki-Iaki. Hal ini berarti bahwa 
perencanaan tersebut perlu mempertimbangkan aspirasi, kebutuhan dan permasalahan 
pihak perempuan maupun laki-Iaki, bail:: dalam proses penyusunannya maupun dalam 
pelaks<'Ulaan kegiatan. Karena perencanaan ini ak.:1n terkait dalam perencanaan kebijakan 
maupun perencanaan program sampai operasionalnya di lapangan. Perencanaan yang 
responsif gender penting dilakukan dengan tujuan agar tersusun rencana kebijakan dan 
program pembangunan yang responsif gender di bcrbagai bidang pembangunan seperti 
pembangunan ekonomi, hukum, politik, agama, pendidikan, sosial dan budaya. 

6. 	 Perencanaan yang responsive gender dapat dilakukan melalui penguatan 
kelembagaan (capacity building) dengan tujuan untuk meningkatkan kesamaan 
pemahaman tentang gender dan peningkatan komitmen antara para pengambil 
kebijakan di berbagai tingkatan dan antar stakeholders. 

a. 	 Kemitraan dengan kelembagaan swadaya masyarakatJormas bertujuan untuk 
mengembangkan strategi penanggulangan kemiskinan yang sesuai dengan 
kondisi daerah dengan mcmpertimbangkan kesetaraan dan keadilan gender, dan 
local wisdom. 

b. 	 Penguatan stakeholders bertujuan lmtuk menyamakan persepsi tcntang 
pemahaman gender, kesamaan tujuan dan pcningkatan komitmen bersmna. 

c. 	 Komitmen bersama ini diwujudkan dalam bentuk Kelompok KeIja (POKJA) 
yang khusus mcnangani program penanggulangan kemiskinan yang terdiri dari 
berbagai pihak dan dikoordinasi di bawah salah satu institusi pemerintah daerah 
setempat 

7. 	 Penguatan kelembagaan juga dapat dilakukan melalui pengembangan website dan media 
komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) lainnya yang bertujuan untuk melakukan 
sosialisasi strategi penanggulangan kemiskinan yang berwawasan gender kepada 
masyarakat luas. 

8. 	 Pembentukan kelembagaan PUG pada installSi pemerintah di sctiap tingkatan wilayah 
melalui pembentukan Kelompok Kerja. Tugas Kelompok Kcrja adalah: 

a. 	 Memfasilitasi dialog antar unit yang melaksanakan PUG. 
b. 	 Mengembangkan jaringan keIja scsuai dengan tupoksi dan kewenangan dalam 

mewujudkan penanggulangan kemiskinan dcngan mengintegrasikan isu gender 
melalui pcngembangan ekonomi perempuan. 

c. 	 Menyusun program kcIja dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan 
evaIuasi program penangguIangan kemiskinan yang benvawasan gender. 

d. 	 Menyiapkan media komunikasi, informasi dan cdukasi untuk membantu unit kcJja 
dalam melaksanakan sosialisasi program penanggulangan kemiskinan yang 
berv.'awasan gender. 

~ 
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e. 	 Membuat mekanisme kerja kelompok kerja agar tocal point PUG dapat bekerja 
optimal. 

f 	 Mclaksanakan sosialisasi, advokasi, koordinasi dan pelatihan PUG di unit masing­
masing. 

7. Tugas Focal Point PUG di Setiap Unit KeJja: 
a. 	 Mendorong dan membantu masing-masing instansinya untuk mereview dan 

memperbaiki kebijakan, program, kegiatan dan anggaran dalam penanggulangan 
kemiskinan agar berwawasan gender. 

b. 	 Membantu pengambi\ kebijakan pada unit keJja masing-masing sesuai dengan 
Tupoksi dan kewenangannya seeara terencana dan berkelanjutan agar Program 
Penanggulangan Kemiskinan sudah bcrwawasan gender. 

e. 	 Menjabarkan dan menindaklanjuti kebijakan-kebijakan nasional seperti tertera pada 
RPJMN, Renstra tingkat Nasional maupun daerah, kemudian dikaitkan dengan 
pengintegrasian isu-isu gender ke dalam program-program penanggulangan 
kemiskinan. 

d. 	 Memfasilitasi pelaksanaan pelatihan sensitivitas gender, analisis gender dan 
mengembangkanjaringan kerja gender. 

8. Budgeting 
Du1..ungan anggaran terhadap proyek/kegiatan yang telah disusun tersebut, hendaknya 
mempertimbangkan hal-hal scbagai berikut: 

a. 	 Reneana anggaran pragran penanggulangan kemiskinan dengan memasukkan isu­
isu gender dilakukan seeara bersama-sama antara lembaga legislatif (DPRlDPRD 
Provinsil Kabupaten/ Kota) dengan lembaga ekseJ...lItif (Departemenl Dinasl SKPD, 
Bappeda Provmsi/ Kabupatenl Kota). 

b. 	 Anggaran dialokasikan untuk membiayai kebutuhan-kebutuhan parktis dan 
strategis yang dapat diakses oleh laki-Iaki dan perempuan agar dapat mendapatkan 
ak:ses, partisipasi, kontrol, dan manfaat dari pembangunan. 

e. 	 Setiap anggaran yang dialokasikan kepada setiap program pembangunan hams 
berwawasan gender, sehingga disebut sebagai "gender budgeting". 

d. 	 Menekankan pada reorientasi anggaran yang semula mendanai program dan 
kegiatan yang netral gender menjadi anggaran yang mendanai program dan 
kegiatan responsif gender. 

e. 	 Memfokuskan pada penggunaan yang memberi maniaat seeara adil bagi 
perempuan dan laki-Iaki dalam berbagai aspek pembangunan. 

f. 	 Adanya partisipasi yang sarna antara perempuan dan Iaki-laki dalam proses 
pengambilan keputusan penganggaran. 

g. 	 Sesuai dengan keperluannya, anggaran dapat dialokasikan untuk membiayai 
kebutuhan praJ...iis, strategis maupun kebutuhan untuk perempuan penyelenggaraan 
pengarusutamaan gender. 

Pelaksanaan 

Tahapan pelaksanaan harus memastikan bahwa strategi yang dijelaskan mempunyai 
dampak pada perempuan dan laki-Iaki. Pelaksanaan PUG perlu didukung dan diefektitkan 
dengan menyiapkan hal-hal sebagai berikut: 

I. 	 Kemampuan para pelaksana pengarnsutamaan gender. 

======:::::::=::;===L 	 --- ­~--
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2. 	 Pet1)l1Sunan perangkat analisis, pemantauan dan penilaian. 
3. 	 Pembentukan mekanisme pelaksanaan PUG, antara lain: 

n. 	 Forum komunikasi. 
b. 	 Kelompok kerja. 
c. 	 Panitia pengarah (steering committee). 
d. 	 Tim penggerak PUG (Gender focal point). 

4. 	 Pembuatan kebijakan formal yang mampu mengembangkan komitmen ke segenap jajaran 
pemerintah dan swasta serta di semua tingkatan, provinsi, kabupaten dan kota. 
Pembentukan mekanisme jejaring kerja yang melibatkan semua stakeholders dalam 
proses PUG. 

5. 	 Pembentukan Kelembagaan PUG pada instansi pemerintah di setiap tingkatan wilayah. 
6. 	 Pelaksanaan sturn kebijakan berwawasan gender dilakukan dengan tujuan untuk 

menemukan akar permasalahan kemiskinan yang berkaitan dengan faktor sosial budaya 
sebagai penyebab kesenjangan gender. Hasil studi ini!ah yang kemudian menemukan 
isu-isu gender yang berkaitan dengan pennasalahan kemiskinan dan sumberdaya 
manusia. 

a. 	 Penyajian data terpilah berdasarkan jenis kelamin bertujuan untuk 
mengembangan sistem pendataan yang responsif gender dalam rangka penyajian 
data akurat dan berimbang untuk menanggulangi masalah kemiskillan. 

b. 	 Pendekatan program berdasarkan data yang akurat da!am rangka menurunkan 
kesenjangan gender yang berdampak pada kemiskinan penduduk. 

7. 	 Berdasarkan isu kesenjangan gender yang memperlihatkan kondisi perempuan tertinggal 
dibandingkan dengan kondisi laki.laki, maka fokus perhatian program penanggulangan 
kemiskinan lebih diarahkan pada aspek-aspek peran ekonomi perempuan dalam semua 
sek1.or, yaitu diarahkan pada peningkatan ekonomi keluarga, pembentukan kelembagaan, 
dan tingkat keterlibatannya dalam pembangunan di daerahnya. 

8. 	 Perkuatan gender ini dapat direalisasikan dengan penyusunan desain strategi dengan 
mengintegrasikan isu~isu gender ke dalam kebijakan, program kegiatan, dan rene ana aksi 
penanggwangan kemiskinan di daerah. 

Contoh Proses Pengintegrasian Isu Gender Ke Dalam Program Penanggulangan 
Kemiskinan 

Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) yang dimotori oleh 
Departemen Pekerjaan Umum (Kimpraswil) masih dapat diupayakan pengintegrasian isu gender 
ke dalam setiap tahapan kegiatan, rnisalnya 6): 

1. 	 Tahapan sosialisasi program di tingkat kabupaten/ kota (silaturahmi dan lobi-lobi dengan 
berbagai pihak baik legislatif, maupun eksekutif, dan pihak-pihak kelompok peduli). 

2. 	 Tahapan Pembelajaran lapangan. 
3. 	 T ahapan proses membangun relaw8n untuk tingkat kabupatenl kota; review progrrun dan 

pcnganggaran yang ada saat ini apakah sudah responsig gender dan berpihak pada 
masyarakat miskin (Pro-Poor Planning and Budgeting). 

4. 	 Tahapan analisis sosial kemiskinan kota yang dilandasi atas analisis gender. 
5. 	 Tahapan usaha-usaha penguatan kelembagaan (capacity building) dan reorientasi KPK 

yang berwawasan gender. 
6. 	 Tahapan penyusunan program penanggulangan kemiskinan yang responsif gender, dengan 

melakukan: 
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b. 	 Penyusunan pedoman-pedoman teknis yang mempertimbangkan analisis gender dan 
kebutuhan praktis, spesiftk dan strategis gender sebagai respon terbadap isu 
kesenjangall gender dalam pembangunan yang berdampak pada kemiskinan 
penduduk (seperti pada Pedoman Teknis Pemetaan Sosial dan Sosialisasi Awal; 
Pedoman teknis Pendaftaran relawan dan Pelaksanaa RKM (Rembug Kesiapan 
Masyarakat); Pedoman Teknis Pelaksanaan Refleksi Kemiskinan (RK); Pedoman 
Teknis Pelaksanaan Kajian Pemetaan Swadaya (PS); Pedoman Teknis Pembentukan 
Badan Keswadayaan Masyarakal (BKM); Pedoman Teknis Perencanaan Partisipatif 
PJtvl Pronallgkis; Pedomall Teknis Pembelltukan Kelompok Swadaya Masyarakat 
(KSM); Pedoman Teknis Pendampingan Pencairan Dana Bantuan Langsung 
Masyarakat (BLM); dan Pedoman Teknis Petunjuk Pelaksanaan scrta SOP-SOP 
(Standard Operational Procedures) lainnya). 

c. 	 Penyusunan rencana yang rnehbatkan semua kelompok masyarakat baik laki-Iaki 
maupun perempuan untuk mengetahui kebutuhan dan maslah scrta potensi 
masyarakat yang dimiliki. 

Tabel I. 	Contoh Lingkup Review pada Proses Pengintegrasian Isu Gender Ke 
Oalam Program Penanggulangan Kemiskinan. 

kelompok laki-laki 
• Apakah sudah ada Pokja Gender di KabupatenfKota yang 

menan ani kemiskinan berwawasan ender? 
3 ; Review Kcuangan I· % dana yang dialokasikan untuk KK perempuanJ warga perempuanJ 

! NO 

I 

2 

LINGKUP REVIEW ASPEK-ASPEK YANG DIREVIEW 
PARTISIPATIF 

Review Program • % KK dan % warga yg menerima manfaat P2KP da!1 program---
lainnya (baik langsung maupun tak langsung) berdasarkan jenis 
kelamin dan dianalisis berdasarkan kesenjangan gendemya 

• % jenis kegiatan yang dialokasikan untuk kelompok perempuan 
.. % keberhasilan atau kesesuaian program dengan keinginan 

perempuan. 
Review Kelembagaan · % jml relawan berdasarkan jenis kelamin 

• % kelompok yang terlibat baik kelompok laki-Iaki, perempuan dan 
campuran 

· IntenSltas pertemuan kelompok perempuan dJbandingkan dengan 

kelompok perempuan. 

· % dana yang berhasil digaJang oleh keJompok perempuan 
dibandingkan dengan kelompok laki-Iaki 

· % kemacetan dana pinjaman yang berasal dad anggota perempuan 
dibandin an dengan laki-Iaki 
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Tabel2. Contoh Data Pemetaan Swadaya yang Mendukung IPM-MDGs yang 
Responsif Gender 

HASILPSI NO IPMMDGs SUMBER I, 
I I DATA I 

• Rata-rata ptmdapatan per kapita KK laki-laki Data KK Miskin BPS 
dibandingkan dengan KK Perernpuan I 

i 1 

• KK miskin berdasarlcan jenis kelamin L-...... · Status Oizi anak balita berdasarkan jenis kelamin BPS2 Data Kesehatan 
• Status kesehatan anak halita berdasarkan jenis kelamin 
• Angka kematian balita berdasarkanJenis kelamin 
• Angka kematian ibn 

i 3 • 	 APS, APK mulai darijenjang SD, SMP, SMA, PI 
berdasarkan jenis kelan1in 

Data Pendidikan 

I • Angka BUla aksara berdasarkan Jenis kelamin I • Rata-rata lama pendidikan berdasarkanjenis kelamin. 

4 Dato. Ekonomi 
 % keterlibatan perempuan daiam program-program · peJ11bangrnJan 

\. 	% perempuan bekelja dibandmgkan dengan 
perempuan tidak bekerja 

• 	 Jrnl kelompok ekonomi pereJ11puan I 
Tabel 3. Contoh Lingkup dan Aspek-Aspek Re-orientasi PlM-Program 

Penanggulangan Kemiskinan (Pronangkis) yang ResponsifGender 

I NO LINGKUP ASPEK-ASPEK RE-ORIENT ASI 
Harapan Ke depan Kontribusi perempuan dalam pendapatan keluarga meningkat I · • 	 Jumlnll kelompok ekonomi pcrempuan meninglcat 

• 	Persentase KK miskin berkurang 
• 	Status gizi balita meningkat 
• Angka. putus sekolnll berkurang 


2 
 Klasiflkasi Progran1 Program terkait dengan peningkatan ekonomi perernpuan · Kegiatan Program terkait dengan perkllatan kelembagaan ekonomi · pereJ11puan 
• 	Program terkait dengan keterlibatan perempuan dalam program dan 

pembangunan ekonomi di wilaynllnya. 
I 3 KlasifIkasi Priontas 

I 
• 	Program yang dlsepakati bersama yang dianggap sangat penting 

i dan melibatkan rt.llresentasi dari kelompok perempuan IProgran1 
Program dapat diselesaikan dalan1 1 tahuni · 	 ! 
Program dapat dibiayai dahulu oleh Pemda dan kemudian dibiayai 14 IKlasifIkasi Pembiayaan · 

I Program oleh swadaya masvarakat 	 !I 

Monitoring dan Evaluasi 

I. 	 Teknik Monitoring 

Teknik monitoring dapat dilakukan dengan cara : observasi, wawancara dan studi 
dokumentasi yang bertujuan untuk mengetahui kemajuan pelaksanaan, kebijakan dan 
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program, menggali hambatan dalam pelaksanaan program, dan memastikan sampai 
dimana tujuan dan sasaran telah dieapai berdasarkan indikator-indikator yang telah 
ditcntukan tcrlcbih dahulu. 

Sebagai contoh, monitoring meneakllp : 

a 	 Sejauh mana perempuan dan laki-laki memiliki akses dan kontrol yang sarna atas 
sumber-sumber daya dan fasilitas-fasilitas pelayanan; 

b. 	 Sejauh mana para staf, mitra kerja, kelompok sasaran, baik perempuan dan laki-laki, 
telah atau belurn berpartisipasi dalam pereneanaan, pengambilan keputusan dan 
pengelolaan tugas-tugas; 

c. 	 Sejauh mana kinerja staf dalam kegiatan telah responsif gender. 

2. 	 Teknik Evaluasi 

Teknik e\'a\uasi adalah earn yang digunakan dalam melakukan pengkajian hasil status 
program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan, bisa dalam bentuk studi lapangan, 
analisis datalstatistik rutin atau analisis data SENSUS dan lain-lain. Karena itu indikator 
pencapaian suatu programlkegiatan penanggulangan kemiskinan sudah ditentukan 
sebelumnya. 

Evaluasi kebijakan, program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan yang 
responsif gender dilakukan dengan menganalisis indikator-indikator gender untuk 
menjawab apakah kebijakan, program dan kegiatan itu memperkecil kesenjangan 
gender dalam indikator-indikator kemiskinan, atau justru memperlebar 
kesenjangan atau tetap mempertahankan keadaan seperti semula. Konsultasi dan 
partisipasi perempuan dalam proses evaluasi dapat menjadi masukan dalam 
mengidentifikasi implikasi, kebijakan, program dan kegiatan terhadap perubahan 
kesenjangan terutama yang dialami perempuan. 

Program-Program Peningkatan Ekonomi Perempuan 

1. 	 Kebijakan Peningkatan Produktivitas Ekonomi Perempuan (PPEP) 14) 

a 	 Kebijakan PPEP bertujuan untuk mewujudkan perempuan Indonesia yang maju dan 
mandiri di bidang ekonomi melalui penumbuhan dan pengembangan kegiatan usaha 
ekonomi produktif dalam rnngka mendukung tereiptanya kondisi kehidupan yang 
lebih sehat dan sejahtera baik di lingkungan keluarga, masyarakat maupun bangsa, 
dengan cara: 
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• 	 Mening katkan kapasitas SDM perempuan Indonesia. 
• 	 Membuka dan memperluas kesempatan bagi kaum perempuan. 
• 	 Memperkuat peran! posisi tawar (bargaining position) kaum perempuan 

dalam mengakses informasi, teknologi, sumberdaya ekonomi, permodalan, 
perbankan, pemasaran dan pasar. 

b. 	 Kebijakan yang dilakukan: 
• 	 Peningkatan prodnktivitas ekonomi perempuan dalam sektor pelaksana 

program pemberdayaan ekonomi rakyat. 
Pcningkatan produk'1ivitas ekonomi pcrcmpuan melalui pembinaan 
kewirausahaan bagi usaha mikro dan keeil oleh lembaga non-pemerintah dan 
masyarakat. 

• 	 Pengembangan model peningkatan produktivitas ekonomi perempuan 
melalui kemitraan antara pemerintah, dunia usaba dan masyarakat. 

• 	 Pengembangan model desa perempuan Indonesia Maju Mandin (PRIMA) 
dalam pcngcmbangan respon sosial masyarakat. 


c, Strategi yang dilakukan: 

• 	 Pelaksanaan pemberdayaan melalui sistem kelembagaan kelompok 
• 	 Program pemberdayaan spesifik sesuai kebutuhan kelompok sasaran. 
• 	 Pengembangan kelembagaan keuangan mikro tingkat loka!. 
• 	 Penyediaan modal awal untuk menjalankan usaba ekonomi produktif. 
• 	 Pengembangan usaha ekonomi produktifyang berkesinambungan. 
• 	 Pelibatan keluargal suami kelompok sasaran. 
• 	 Keterpaduan peranserta seluruh pemangku kepentingan (stakeholders). 
• 	 Penyediaan dan peningkatan kemudahan akses terhadap modal usaha, 
• 	 F asilitas bantuan permodalan bersifat dana bergulir untuk pemupukan 

permodalan. 
• 	 Pemantapan sistem pendampingan untuk kemandirian kelompok 

2. 	 Pelaksanaan Model Desa Perempuan Indonesia Maju Mandiri (PRIMA) 111) 

a, 	 Pelaksanaan Model desa PRIMA ini bertujuan untuk menurunkan tingkat kemiskinan 
suatu \\ilayah melalui peningkatan produktivitas ekonomi perempuan seeara terpadu 
dan bersinergi melalui pengurangan beban biaya pacta keluarga miskin di bidang 
kesehatan dan pendidikan, dengan cara: 

• 	 Stimulasi pengembangan usaha perempuan melalui ketrampilan 
perempuan, 

• 	 Meningkatkan partisipasi kaum perempuan di dunia usaha, 
• 	 Meningkatkan produktivitas ekonomi perempuan kelompok miskin. 
• 	 Meningkatkan akses kelompok perempuan terhadap informasi, teknologi 

tepat guna dan berbagai sumber pembiayaan. 
• 	 Mewujudkan Kesetaraan dan Keadilan Gender (KKG) melalui 

peningkatan produktivitas ekonomi perempuan, 
b, 	 Pcngembal1gan usaha yang dilakukan olch percmpuan pada dcsa Prima, khususnya 

bagi kclompok percmpuan miskin menjadi prioritas. Kegiatan yang dilakukan dalam 
rangka pengembangan usaha merupakan suatu upaya yang saling berkaitan, mulai 
dan peningkatan sumberdaya manusianya (dari segi kualitasnya yaitu tingkat 
pcndidikan. keschatan, poliok, sosial budaya dan lingkungan) hingga kemampuan 
perempuan dalam mengambil keputusan daJam penentunn usahnnya, 

c, 	 Peningkatan kapasitas perempU8n meJiputi peningkatan akses infonnasi bagi 
kelompok perempuan, peningkatan keikutsertaan kaum perempuan pada kegiatan 
ekonomi, mulai dari perencanaan kegiatan usaha yang akan dilaksallakan hingga 
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pengambilan keputusan dan evaluasi pclaksanaan iiU sendiri, agar perempuan 
mempunyai kemampuan konlrol terhadap sumberdaya serta menerima manfaat yang 
maksirnal dan pembangunan. 

d. 	 Skema pengeIolaan dana stimulan dengan peningkatan kesejahteraan melaIu! 
Lembaga keuangan Mikro (LKM) bersama-sama dengan Kepala Desa setempat. 

PENUTUP 

Sebagai penutup dari bab ini adalah perlunya penginlegrasian isu gender ke dalam 
program penurunan kemiskinan agar program terse but lebih efd..1if dm1 berdampak pada 
kesenjangan gender dalam pembangunan yang merupakan penyebab dominan dalam kemiskinan. 
Mudah-mudahan tulisan ini dapat dijadikan masukan dalam penerapan kebijakan pembangunan 
di bidang ekonomi yang responsif gender dengan memfokuskan lebih besar kepada kondisi 
perempuan agar dapat meningkatkan kontribusinya daIam peningkatan ekonomi keluarga dan 
bangsa Indonesia. Akhimya, peran dan fungsi institusi-institusi pemerintah harns dioptimalkan 
agar pembangunan dapat tenvujud dengan maksimal bagi kesejahteraan Bangsa Indonesia baik 
laki-Iaki maupun perempuan. 
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